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Prakata

bagaimana ditulis pada kata pengantar untuk edisi awal, buku ini ditulis
Ml tespons atas tantangan yang sudah bertahun-tahun dihadapi para penulis,
M editor, ketika mengajar mata kuliah Teori Hubungan Internasional
1), Keterbatasan sumber bacaan yang memudahkan bagi para mahasiswa
| pertama yang mengikuti mata kuliah THI menjadi alasan utama penulisan
ini. Tujuannya, mempermudah para mahasiswa mengenal teori-teori dalam
plin Hubungan Internasional (HI) sebelum mereka mengeksplorasi kajian
pada level yang tinggi melalui sumber-sumber bacaan yang lebih luas.
gan begitu, mahasiswa diharapkan dapat membangun fondasi pemahaman
¢ I'HI dengan lebih mudah.

Setelah mendapat berbagai masukan terhadap edisi sebelumnya, edisi revisi
ilisusun kembali dengan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan teknis yang
belumnya ada. Di samping itu, dengan memperhatikan berbagai masukan dari
iy membahas Neomarxisme dan bab yang menyajikan tentang English School,
mana keduanya dianggap bagian penting yang perlu dimasukkan sebagai
bugian dari perspektif-perspektif klasik.

Para kontributor buku ini telah berupaya menyajikan masing-masing teori
klasik hubungan internasional dengan gaya penulisan yang seringan mungkin
Bugi mahasiswa hubungan internasional pada tingkat awal —bahkan mungkin
Jugn untuk kalangan umum non-hubungan internasional yang berminat mengenal
I'H1— sehingga dapat dengan lebih mudah mengenal dan memahami teori-teori
yung tersedia. Buku ini lebih ditujukan sebagai buku pengantar. Harapannya

lulah, setelah membaca buku ini para mahasiswa dapat dengan lebih mudah
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mencerna sumber-sumber rujukan lainnya terkait dengan perspektif yang hendak
dipahami.

Buku ini menyajikan perspektif-perspektif klasik dalam THI, diawali dengan
uraian pengantar mengenai apa itu teori, bagaimana kedudukan teori dalam
hubungan internasional, serta apa saja tujuan perlunya pemahaman teori dalam
kajian HI. Selain perspektif-perspektif klasik, masih ada juga teori-teori alternatif
dalam HI, yang tentu akan lebih baik dan lengkap jika teori-teori alternatif ini
dalam kesempatan lain diterbitkan juga dalam satu buku tersendiri.

Buku ini ditulis sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas
sumber daya yang ada di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Tlmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Untuk itu editor dan semua
kontributor dalam buku ini mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah mendukung terealisasinya penerbitan buku ini. Secara khusus,
ucapan terima kasih kami haturkan kepada Direktur Airlangga University Press
beserta jajarannya yang telah memfasilitasi proses penerbitan buku ini. Adapun
kekurangan yang masih dapat ditemukan dalam buku ini, tentu saja sepenuhnya

menjadi tanggung jawab masing-masing kontributor dan editor.

-

Surabaya, Februari 2018
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ENGANTAR

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis Hubungan Internasional (HI)
jang mulai populer sejak dekade 1990-an setelah Perang Dingin berakhir. Bab
i membahas mengenai asal mula kemunculan perspektif konstruktivisme dalam
tudi HI kontemporer, karakteristik dasar dan prinsip utama konstruktivisme,
ara pandang konstruktivis tentang politik global, dan relevansi konstruktivisme
yebagai referensi teoritis maupun metodologis untuk kegiatan analisis serta riset
hubungan internasional.

Sebagai penuntun diskusi, perlu disampaikan bahwa yang dimaksud

konstruktivisme dalam buku ini adalah perspektif teoritis HI yang berseberangan

-

secara ontologi, epistemologi, dan metodologi dengan rasionalisme ala Amerika
(American rationalism) termasuk neorealisme dan neoliberalisme (neo-neo) di
satu sisi, dan bukan merupakan bagian dari teori kritis! (critical theory) atau
perspektif pospositivisme, seperti feminisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan

" posmodernisme. Agar lebih jelas, maka pembahasan mengenai konstruktivisme

1 Teori Kritis (dengan awalan huruf besar digunakan untuk merujuk kepada teori-teori sosial dan HI
yang diinspirasi oleh Mazhab Frankfurt. Sedangkan teori kritis (tanpa awalan huruf besar) digunakan
untuk merujuk teori-teori sosial dan HI posstrukturalis secara umum yang mencakup; Mazhab Frankfurt,

posmodernisme, feminisme, dan poskolonialisme.
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disituasikan dalam konteks perdebatan; rasionalisme vs konstruktivisme

konstruktivisme vs teori kritis sebagaimana dikemukakan oleh Reus 8

(2005).

KEMUNCULAN KONSTRUKTIVISME DALAM STUDI HlI

Kemunculan konstruktivisme dalam studi HI tidak terlepas dari pengus
diskursus-diskursus konstruktivis yang lebih dahulu berkembang dalam Filug
Ilmu dan Filsafat Sosial. Gagasan fundamental konstruktivis secara i
berkaitan erat dengan hakikat pengetahuan yang senantiasa terikat pada ide iy
konsep ciptaan manusia; oleh sebab itu manusialah yang membuat dunia sosl
(terjemahan dari socia/ world) di mana mereka tinggal (Phillips, 2007:61- (4

Dengan demikian fakta dalam wujud fisik maupun sosial tidak bisa berbicu

sendiri kepada para pengamat, namun hanya merespons pertanyaan yang diajuli
oleh sang pemilik ide/pengamat. Para penganut cara pandang konstruktiviue

tentang hakikat dunia sosial dalam studi HI mengadopsi premis konstriikul

sosial (social construction) bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptaki
lingkungan tempat mereka berinteraksi—dari level mikro hingga malki,
walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor ekster il
seperti yang diinginkan. Sehingga dalam konteks politik global tindakan puru
aktor dimungkinkan, dan pada waktu bersamaan dibatasi, melalui pelbagul
kondisi serta institusi yang sudah berevolusi secara historis. Cara pandany
konstruktivis mengenai karakter hubungan antaraktor internasional demikiui
dilonseptualisasikan oleh Alexander Wendt (1992) menjadi sebuah proposisl
anarchy is what states make of if, yang kemudian menjadi ciri khas dan label
paradigma konstruktivisme HI.

Berbeda dengan teorisasi mapan (eszablished theories), seperti perimbangi
kekuatan (balance of power) dari realisme dan perdamaian demokratis (democratii
peace) dari liberalisme, konstruktivisme bukan merupakan sebuah teorl
pengetahuan mengenai masalah-masalah sosial dan politik, melainkan sebual;
kerangka berpikir analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor dan fakto
yang tidak ditemukan, diperhatikan, dan dimuat dalam teori-teori HI yang berasal

dari paradigma realisme/neorealisme dan liberalisme/neoliberalisme. Misalkan,
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ber (2005) menjelaskan konstruktivis berasumsi tentang perubahan dalam
tik global tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara berdaulat. Terdapat
r-aktor lain, di samping negara sebagai aktor penting, seperti individu,
mpok elit, birokrasi, korporasi, organisasi internasional dan gerakan sosial
g berperan di tengah arena hubungan antarbangsa. Sehingga konstruktivisme
beda dengan neo-neo yang memposisikan negara sebagai satu unit aktor utuh
itary actor).

Mengenai faktor yang bekerja di balik politik global, konstruktivis tidak
ta merta mengabaikan peran dan pengaruh faktor kekuatan material, seperti
pabilitas militer, namun berpandangan bahwa seperangkat ide yang tertuang
alam norma internasional turut menentukan bagaimana aktor-aktor negara
an nonnegara bertindak di tengah arena internasional. Anarki bukanlah suatu
tanan diskrit (terputus secara evolusioner) dan ekslusif, namun mempunyai
emen-elemen yang beroperasi secara kontinu sesuai aturan main hukum
ternasional yang mengatur perilaku dan relasi antaraktor, disebut pula subjek
ukum internasional. Selain itu mekanisme kooperatif seperti diplomasi berfungsi

ignifikan untuk merekonsiliasikan perbedaan ekspektasi aktor-aktor yang

menginterpretasi kehadiran satu dengan yang lain secara berbeda. Dengan kata

Jain konstruktivis berpendapat aspek sosial efektif dalam memengaruhi praktek

politik global (Kubalkova ed, 2000).

Aspek sosial yang dimaksud—ide dan norma—oleh konstruktivis beraneka
ragam, sehingga menghasilkan perdebatan dan kontradiksi internal di antara para
konstruktivis. Apabila literatur tentang kemunculan HI konstruktivis ditelusuri
secara scksama, maka akan diperoleh bermacam ketidaksepakatan intelektual
yang tajam di antara para konstruktivis. Sebagai contoh dalam konstruktivisme
ada aliran konvensional (Hopf, 1998) dan aliran kritis (Price dan Reus-Smit
1998). Ketidaksepahaman antara konstruktivisme konvensional dan kritis terpusat
pada pertentangan yang berakar pada gagasan awal yang mengilhami kemunculan
proyek riset konstruktivis dalam studi HI. Konstruktivisme konvensional hadir
sebagai revisi dan reformasi terhadap perspektif neo-neo yang didominasi oleh

argumentasi mengenai kekuatan dan kepentingan material aktor di tengah sistem

. internasional yang anarkis. Bagi konstuktivis konvensional identitas aktor juga

berimplikasi pada sistem internasional, dan terbukti berpengaruh lebih besar
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daripada kapabilitas dan kepentingan strategis negara. Sedangkan konstruktivi
kritis hadir sebagai agenda revisi dan reformasi terhadap kelemahan-kelemul
teoritis neo-neo yang tidak memberi ruang fleksibel bagi eksplorasi wiuis
kritik sosial, termasuk skeptisisme, konflik dan transformasi sosial. Meis
terinspirasi oleh Sosiologi posstrukturalis Foucault, Derrida, Gramsci, dan vasl
Marxisme Mazhab Frankfurt. Meskipun demikian Adler (2005:11) mielil
perbedaan antara konstruktivisme konvensional dan kritis hanya sebatas pilil
subyektif para pengkaji dan peneliti. Pada dasarnya mereka memiliki pandungy
sama dalam hal tujuan, yakni sees the world as a project under construction,
becoming rather than being. Jadi kedua spektrum konstruktivisme HI menuly

eksistensialisme.

Lebih lanjut Adler (2005:12) menambahkan kesamaan antara konstruktivis

konvensional dan kritis tampak secara ontologis, epistemologis, dan metodalogis:
Deari sisi ontologi—pengertian tentang eksistensi dan ruang lingkup objek studi;
konstruktivis sepakat bahwa dunia sosial merupakan struktur dan proses yung
bermakna secara intersubjektif dan kolektif. Dari sisi epistemologi—pengerting
mengenai esensi pengetahuan, konstruktivis berbagi pandangan baliwa

interpretasi adalah bagian intrinsik dari riset berbasis Ilmu Sosial, dan mereha

menekankan kepada generalisasi yang bersifat kontingensi; tergantung kepudy
berbagai variabel. Dan dari sisi metodologi—prinsip-prinsip operasionalinisl
penelitian, konstruktivis baik yang berlabel konvensional maupun kritis menoluk
prinsip individualisme metodologis neo-neo yang secara berlebihan menempatkui
unit-unit eksplanasi dan relasi di antara mereka ke dalam beberapa peringla
analisis, misalkan individu, negara, dan sistem. Para konstruktivis keleluasaan (i
dalam memperlakukan variabel-variabel penjelas fenomena dan tidak mau terilat

secara ketat oleh kaidah-kaidah positivisme neo-neo.

ASUMSI DASAR DAN PRINSIP UTAMA KONSTRUKTIVISME

Sebagai sebuah perspektif teoritis alternatif terhadap neo-neo dalam
studi HI kontemporer, konstruktivisme menawarkan gagasan-gagasan yany
berbeda dengan tiga unsur fundamental kerangka analisis dan teorisas|

neo-neo, yang meliputi; individualisme metodologis, materialisme kepentingai
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ng berlandaskan pada pilihan-pilihan rasional, dan sistem anarkis yang
endorong perilaku strategis aktor internasional. Untuk memudahlkan
mahaman mengenai asumsi dasar dan prinsip utama konstruktivisme,
rumuskanlah pertanyaan sederhana, yakni mengapa aktor (negara berdaulat)
elakukan tindakan eksternal tertentu? Jawaban yang diberikan oleh neo-neo
gat mudah ditebak; tindakan eksternal atau kebijakan luar negeri ditujukan
tuk meraih kepentingan nasional (kepentingan keamanan bagi neorealis dan
epengan ekonomi bagi neoliberal) di bawah kondisi sistemik yang anarkis.
engan cara berpikir neo-neo hubungan antara negara berdaulat dengan aktor
ternasional lain — misalkan negara-negara tetangga di kawasan dikelola dengan
gika strategis. Kerja sama dibuat berdasarkan atas identifikasi kesamaan
pentingan material. Kebijakan yang tidak segaris dengan haluan materialisme
tegis dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan dapat merongrong
pabilitas nasional berupa infrastruktur keamanan dalam perspektif neorealis
an sumber daya eckonomi beserta kemampuan produksi dalam perspektif
eoliberal. Sebagai konsekuensi penyimpangan orientasi kebijakan strategis,
aka negara berdaulat bisa menjadi negara gagal (Crawford, 2000).

Respons neo-neo tidak akan cukup untuk menjangkau aspek-aspek interaksi
internasional yang lebih luas dan kompleks. Ambil contoh dinamika yang
berkenaan dengan posisi dan keterlibatan aktor nonnegara serta isu keamanan
transnasional seperti terorisme; agenda komunitas global seperti perubahan iklim,
migrasi, dan keberagaman hayati yang memiliki dimensi persoalan mengenai
mekanisme koordinasi berbeda dengan imperatif anarki tentang keharusan untuk
berkompetisi dengan dukungan kekuatan nasional. Di luar tema-tema empiris dan
kasus unik tersebut, masih ada sederet pertanyaan problematis yang mengarah
kepada kritik terhadap reliabilitas neo-neo sebagai penjelasan untuk fenomena
politik global pasca Perang Dingin. Dua yang paling menarik adalah; bagaimana
neo-neo bisa menjelaskan dengan cara apa sistem internasional mengondisikan
perilaku negara-negara berdaulat sehingga mau menerima otoritas supranasional
di atas kepentingan strategis mereka; sebagaimana didemonstrasikan dalam
pergeseran kebijakan dari aliansi militer menuju masyarakat internasional seperti
Uni Eropa dan ASEAN (Acharya, 2000). Selain itu ada pula fenomena yang

mengindikasikan mengapa sistem internasional yang didukung oleh orde militer
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dan ekonomi kekuatan adidaya seringkali gagal mencegah krisis di
wilayah subsistem. Arah pertanyaan ini adalah seberapa valid instrumen
kebijakan luar negeri bisa menjamin stabilitas di dalam masyarakat intes
yang plural (Weber, 2007:100-101).

Pertanyaan-pertanyaan di atas, dan masih banyak lagi, yang diajubu
para pengkritik neo-neo membuat status akademik perspektif alternatif
kian meningkat. John Gerard Ruggie (1998) menantang neo-neo e
argumentasi utilitarian yang mendasari materialisme strategis, ke
menunjukkan bahwa banyak fenomena politik dan diplomasi internasional
tidak bisa dijelaskan secara gamblang oleh rasionalisme. Richard Ashley (1
menguji asumsi teoritis neorealisme dan berhasil membuktikan bahwa ek
kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari pemaknaan yang ditiml
terhadap agensi bersangkutan. Argumen Ashley menjadi salah satu ‘batu
fondasi pembentukan kerangka berpikir konstruktivisme yang mengede i
signifikansi identitas dan nilai serta norma dalam politik global. Kedua peras
analisis yang bersifat ideasional diabaikan oleh teori HI rasionalis. Namui |
konstruktivis mereka berpengaruh; siapa dan bagaimana negara berinterulal
lingkungan eksternal menjadi sorotan utama konstruktivisme (Kowert, 200}
Konstruktivis memberikan perhatian besar terhadap cara negara mengonsepui
atau mempersepsikan kepentingan keamanan dan ekonomi. Oleh sehaly it

mereka mendedikasikan sumber daya intelektual guna mengonfirmasi s

penting kesamaan kepercayaan dan nilai (shared beliefs and values) di anturn
aktor-aktor internasional, serta efektivitas institusi-institusi global dalam proses

B, . : .
negosiasi dan pembuatan aturan bersama demi mengamankan proses interihsl

internasional yang dinamis (Hobson, 2000). Sudah barang tentu konsentiusl
konstruktivis berada di luar jalur logika kepentingan pribadi yang melandusl
tindakan rasional menurut neo-neo.

Asumsi dan contoh yang ditampilkan di atas bisa menjadi pegangan bagi i
pengkaji HI yang tertarik dengan konstruktivisme mengenai mengapa nilai, norm,
ekspektasi, aturan main, dan pembelajaran atau sosialisasi senantiasa muncul

sebagai konsep-konsep pokok dalam karya para konstruktivis. Konstruktivisie
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dapat dipahami sebagai perspektif HI yang mengedepankan makna dan
retasi bersama sebagai komponen analitis esensial di balik tindakan para
Konstruktivis memosisikan peran gagasan lebih penting daripada teori HI
ensional yang berfokus pada kepentingan material (Katzenstein ed., 1996).
eda dengan neo-neo yang menganggap faktor di balik perilaku aktor—dalam
ini materialisme strategis—bersifat relatif konstan, konstruktivis menganut
dangan bahwa aspek ideasional di balik perilaku aktor akan selalu mengalami
bahan sebagai respon terhadap aneka dimensi sosial dan sosialisasi yang terus
langsung (Klotz, 1995). Dengan demikian konstruktivis selalu mengadakan
ses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktek sosial yang bekerja
balik tatanan politik global (Wendt, 1999:3-4).

rkembangan Konstruktivisme dan Teori Kritis

Setelah meninjau secara ringkas perbedaan asumsional yang menempatkan
nstruktivisme dalam posisi kontradiktif terhadap rasionalisme, pada
gian ini dibahas mengenai perkembangan perspektif konstruktivisme yang
engindikasikan posisi terpisah dan mandiri dari teori kritis, walaupur?
nstruktivis berhutang intelektual kepada para teoritisi kritis seperti Teori
itis Mazhab Frankfurt dan posmodernisme Perancis. Meskipun demikian
erlu disampaikan bahwa teori kritis bukan satu-satunya sumber re.ferensi
agi para perintis konstruktivisme dalam studi HI. Ruggie, Kratochwil, dan
nuf mempelajari tradisi keilmuan di luar teori kritis yang bahkan bernuansa
ositivisme, seperti Hukum Internasional, Sosiologi modern, dan Filsafat untuk

eramu kritik mereka terhadap rasionalisme. Walhasil, konstruktivisme pun

menjadi ajang uji coba transdisiplinaritas versus interdisiplinaritas? dalam studi

HI. Bagi mereka yang jarang membaca koleksi literatur HI dengan pendekatan

2 Pengertian transdisiplin dan interdisiplin dalam studi HI secara sederhana d.apat dijelaskan se.baga%
berikut. Transdisiplin berarti memanfaatkan perangkat ontologi, epistemologi, d.an metodol-ogl .darl
disiplin di luar HI demi kepentingan keilmuan HI. Sedangkan interdisiplin b(.:rartl mengombmasﬂfan
antara unsur-unsur epistemologi dan metodologi disiplin HI dengan disiplin lam., namun tetap berpijak
pada ontologi HI, demi kepentingan keilmuan HI. Sehingga kedua metode keilmuan hanya berbeda

dalam hal proporsi adopsi, absorbsi, dan properti instrumen pengetahuan selain HIL

Konstruktivisme




teoritis maupun metodologis transdisiplin, walaupun sudah terbiasa den
kajian interdisiplin, akan berpendapat bahwa usaha akademik konstruk
melanggar kaidah-kaidah paradigmatik sains normal (normal science) ya
mengutamakan pencapaian keajegan teori dan metode sebagaimana ditandus
oleh filosof Thomas Kuhn (1970). Karakter transdisiplin konstruktivis
semakin kental terutama setelah tragedi 11 September 2001 yang membul l¢
ruang diskusi mengenai faktor-faktor sosial khususnya identitas religio kult
sebagai representasi kekuatan nonnegara yang berpengaruh terhadap dinum
kepentingan dan perilaku aktor kebijakan luar negeri di arena politik global (1)
misalkan Shaffer ed., 2006).

Konsekuensi dari agenda transdisiplin ataukah interdisiplin dulu

konstruktivisme adalah perbedaan cara pandang mengenai metodologi riuel

antara para konstruktivis. Di satu sisi, para konstruktivis interdisiplin ticak mum
sepenuhnya mengakui dan mengadopsi metodologi ala perspektif teori kit
dan sebaliknya menyandingkan metodologi dan teori kritis dengan unsur-unss

positivisme. Mereka berpendirian konservatif khususnya menyoal keperlin

menjadi peneliti yang objektif dan mendasari penilaian epistemologis menusil
bukti empiris. Sementara itu, kalangan konstruktivis transdisiplin menolyh
positivisme dan mengambil haluan teoritisi kritis yang percaya bahwa tidak uily
peneliti maupun objek penelitian beserta relasi di antara mereka yang benar-herut
linear —lepas dari intervensi subjektivitas (Klotz dan Lynch, 2014:16-20). Agut
lebih jelas mengenai tren tema-tema transdisiplin yang saat ini menjadi wiri
k‘onstruktivisme HI, maka perlu untuk meninjau terlebih dahulu aspek-aspk
penting dari teori kritis yang menjadi landasan pemikiran para konstruktivis,
Teori kritis merupakan himpunan pengetahuan yang kompleks, dan bahlkun
sangat kompleks untuk diceritakan hanya dalam satu bab buku. Sintesis teor|
kritis mencakup bidang multidisiplin; mulai dari psikologi, filsafat, antropolog,
hingga seni dan tata ruang. Oleh sebab itu hanya akan diperkenalkan beberap
bagian kecil, yang mendasar dan penting, dari teori kritis yang secara langsung
berkontribusi untuk mentransformasi paradigma studi HI kontemporer. Ulasun
dapat dimulai dari fondasi dasar ontologis ilmu pengetahuan yang dikemukalku
oleh seorang sarjana terkemuka dari Mazhab Frankfurt Jurgen Habermas (dikutij

dari Fultner, 2014) yang menulis buku Knowledge and Human Interest, yakni
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bagaimana telah disinggung di subbab mengenai asal usul konstruktivisme,
ta tidak berbicara secara langsung atau independen kepada para peneliti/
ngkaji/pengamat. Mereka yang berkepentingan terhadap fakta yang kemudian
mberikan pemaknaan atau definisi sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena
, konstruksi fakta berimplikasi kepada relasi antara subjek dan objek penelitian
ng tidak pernah netral atau objektif. Habermas mengemukakan sebuah konsep
ng disebut knowledge constitutive interests untuk menggambarkan bahwa segala
ndakan manusia untuk memproduksi pengetahuan—mulai dari rasa ingin
u, membuat pertanyaan atas permasalahan yang dijumpai, sampai formulasi
waban teka teki yang digeluti— merupakan refleksi dorongan kepentingan
ersonal/individual. Knowledge constitutive interests dibedakan menjadi tiga jenis,
ng secara mudah bisa dipahami sebagai; instrumental yang merujuk kepada
engetahuan tentang relasi antarmanusia; s¢rafegic yang merujuk kepada tujuan
ntuk mengoordinasikan tindakan manusia demi mencapai maksud sosial dan

olitis tertentu; dan emancipatory yang merujuk kepada tindakan untuk melawan

relasi sosial dan politik yang menindas dan agresif. Konsep emancipatory knowledge

constitutive interest sangat berpengaruh terhadap teori HI khususnya membidani
kelahiran teori normatif kosmopolitanisme. Dua sarjana HI kontemporer yang
mendasarkan pemikiran serta karya mereka pada konsep emancipatory knowledge
constitutive interest adalah Andrew Linklater (2007) dan Richard Shapcott (2001)
yang berupaya menteorikan perubahan global melalui etika dialog.

Baik Linklater maupun Shapcott menyarankan komunikasi sebagai kegiatan

yang inheren—bermuatan moral—dalam setiap aspek kehidupan manusia, dan

' di level internasional, menjadi media perubahan yang konstruktif. Argumentasi

mereka memang terdengar idealis, bahkan utopis, bagi para positivis dan
rasionalis yang selalu meminta bukti serta metode pembuktian bahwa setiap orang
pasti akan bertindak secara etis karena didorong oleh moralitas. Tetapi kritik
rasionalis yang menyatakan bahwa di dunia nyata, realita sangat berbeda dengan
imajinasi teori kritis terlalu menyepelekan kualitas argumentasi yang dibangun
oleh para kosmopolitan teori kritis. Yang menjadi inti dari teori etika Linklater
dan Shapcott sebenarnya adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi

normativitas; tindakan seseorang (pembuat kebijakan atau politisi) adalah etis,
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atau sebaliknya tidak etis, tergantung kepada pemahaman mereka tentangy
dan bukan karena tujuan emansipatori yang bersandar kepada etika.
Bjola dan Komprobst (2013) memberikan contoh sederhana mengenal |
diplomasi untuk memahami cara berpikir Habermas, Linklater, dan Sk
tentang kebenaran etika dan moralitas dalam tindakan manusia. Banyak
mengatakan diplomasi adalah ‘berbohong demi kepentingan negara’ §
diplomat tidak akan pernah menyampaikan kebenaran seperti apa adanyu 4
hal dimaksud berkaitan dengan kepentingan nasional. Namun, berbohong
akan menjadi strategi yang efektif manakala mereka yang dibohongi mengus
benar. Jika semua diplomat berbohong, maka kegiatan diplomasi akan tetl
seketika, sebab diplomasi membutuhkan paling tidak sekali waktu ada kel
yang diungkapkan. Ilustrasi diplomasi dan berbohong mengisyaratkan teyl
kesenjangan antara nilai moral dan nilai strategis. Berbohong sebagai sl
respon strategis—memanipulasi lawan dengan cara memberi informanul yu
bukan sebenarnya—ternyata merugikan bagi proses diplomasi. Terlehil |
kebohongan hanya akan efektif ketika pihak lain menempatkan kebers
sebagai yang terpenting dari berbagai hal lain.
Contoh mengenai kebohongan sebagai praktek diplomasi mengilustrusihu
relasi antara individu dan bentuk-bentuk kolektivitas dalam kosa kata moralif

Konstruksi relasi demikian memetakan ekspektasi yang terbentuk menuju prosss
bersifat mutualistik, sekaligus memberi indikasi praktis dan peristiwa s;mt i
ekspektasi tidak terpenuhi. Sebuah perumpamaan lain misalkan dalam sehual
kelaf studi HI di universitas, mahasiswa mengharapkan agar pemikiran dan o
mertka mendapatkan apresiasi. Tetapi karena perilaku dan metode pengni;nl ran

dosen yang kurang tepat, harapan tersebut tidak tercapai. Sehingga, para peser iy
kelas mengeluh dan mengadu kepada otoritas institusi pendidikan bahwa pengjus
tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. -
Axel Honneth (1998) mengembangkan teori pengakuan (recognition theory)
sebagai refleksi dimensi moral dalam relasi sosial. Gagasan Honneth diterim'; baik
dalam disiplin Sosiologi, Ilmu Politik, dan Filsafat abad ke-21. Dalam ko‘nl(l-k "
teorisasi HI, Haacke (2005) mengadopsi teori pengakuan Honneth ke dalam
teori normatif. Dari perspektif teori normatif, prinsip komunikasi dan dizl'ln;'

sebagaimana dicetuskan oleh Teori Kritis merupakan faktor yang menentukan
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dan kualitas relasi sosial (implementasi strategis konsep lomunikasi dan
log dalam level hubungan antarbangsa terlihat dalam konsep trust-building
a proses diplomasi dan negosiasi). Teoritisi Kritis percaya bahwa relasi sosial
dibangun atas dasar ketidakjujuran tidak akan bermanfaat bagi pihak mana
, sebab di balik interaksi terdapat tujuan moral demi kebaikan bersama.
Iy sebab itulah, kebajikan (goodwill) memegang peranan penting dalam kerja
a antaraktor. Secara umum teori kritis menekankan kepada hakikat relasi
anusiaan sebagai sarat konflik; dan melekat pada situasi konfliktif, serba
ir tindakan koersi dan dominasi sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tekanan
\us menerus yang dialami oleh elemen-elemen sosial dalam interaksi asimetris
endorong upaya perlawanan atau resistensi yang bertujuan semata-mata demi
emperoleh pengakuan; sifat pengakuan yang diperjuangkan adalah timbal
alik. Dengan demikian, Teori Kritis yang bersumber dari dialektika Hegel dan
arx memandang aspek-aspek seperti moralitas, tujuan bersama, keadilan, dan
engakuan penting bagi keberlangsungan sistem secara normal (George, 1994).
Jadi bila dibuat sebuah perbedaan konseptual dasar mengenai status dan
ungsi norma dalam interaksi sosial, teori kritis dan konstruktivisme berada di
ua sisi yang saling berlawanan. Konstruktivis akan mengatakan sebuah norma
Internasional valid manakala telah ada kesepakatan umum mengenai signifikansi
norma tersebut sebagai referensi tindakan kolektif. Sedangkan, teoritisi kritis
akan menginterogasi terlebih dahulu berbagai konteks wacana dan motivasi di
balik konsensus tentang suatu norma internasional (Cochran, 2004). Meskipun
demikian, perbedaan mengenai cara adopsi dan adaptasi perangkat normatif
dalam sistem sosial dan relasi antarbangsa di antara konstruktivis dan teoritisi
kritis bukanlah satu-satunya poin ‘pemisah’ intelektualitas mereka. Karya-
karya individual para konstruktivis maupun teoritisi kritis mendemonstrasikan
divergensi dalam lebih banyak area khusus; termasuk makna identitas, nilai
kolektif, legitimasi politik dan atribut sosial kultural yang melekat pada aktor
internasional kontemporer. Untuk keperluan pengenalan, cukup kiranya
disampaikan konsepsi dasar normatif yang membedakan kedua perspektif
teoritis HI yang sebenarnya mempunyai orientasi analisis sama, yakni ikhwal

ketertindasan yang membutuhkan upaya transformasi sosial dan politik.
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RELEVANSI KONSTRUKTIVISME UNTUK ANALISIS DAN RI

matan baik terhadap identitas maupun norma adalah persepsi masing-
g aktor tentang situast eksternal. Berdasarkan atas pemahaman situasional
kebijakan luar negeri didesain sebagai respon kognitif, psikologis, dan sosial
h, 2012). Pendekatan konstruktivis mengenai orientasi kebijakan luar negeri
ifat humanis (human-centric approach), yang berarti bahwa faktor intrinsik
m diri individu yang ambil bagian dalam proses politik berperan penting
k menentukan arah dan target tindakan (Almezaini, 2012). Jadi tidak seperti
neo-neo rasionalis yang kukuh dengan kalkulasi material strategis, yang

ngandaikan individu dan kebijakan ataupun tindakan dilakukan senantiasa

Relevansi konstruktivisme sebagai penyedia kerangka analisis dun i
riset HI dapat dipetakan dalam dua area pokok dengan varian tematis
masing yang lebih spesifik.

Pertama adalah area studi dan riset tradisional, yang mencakup kel
luar negeri (foreign policy), diplomasi dan konflik internasional, serti oy
dan hukum internasional. Disebut tradisional karena sejak HI menjudi il
mandiri (lepas dari bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan) pada :lV\;:ll 192
tema-tema dimaksud telah menjadi pokok bahasan. Dalam perkembarijui

HI di Amerika Utar
a dan Eropa Barat, tema-tema tradisional didominusl asarkan perhitungan untung rugi.

Gaya analisis konstruktivis kemudian memberikan nuansa epistemologi
iokultural di dalam konseptualisasi dan teorisasi HI kontemporer. Misalkan
nggunaan konsep persepsi sebagai unit deskripsi fundamental di balik perilaku
tor negara membuka wacana baru bagi tema-tema terkait. Diplomasi dan

nflik internasional yang menurut neo-neo adalah media implementasi strategi

perspektif neo-neo yang memosisikan negara sebagai aktor utama yang berinie
dalam sistem internasional anarkis. Sedangkan kehadiran konstruktiv
sebagai paradigma alternatif memberi warna analisis berbeda, yaitu den
mereformulasi asumsi dasar aktor utama dan anarki menjadi multiaktor de
kondisi sistemik bersifat diskursif—tergantung pada bagaimana cara pundy

setiap aktor int i -Smi
S R e ) bijakan luar negeri dengan landasan pilihan-pilihan rasional semata, kini

empunyai pengertian yang beragam. Konstruktivis menambahkan pemahaman
ahwa diplomasi dan konflik antarbangsa merupakan proses interaksi yang
ditentukan oleh derajat kesenjangan ataupun keselarasan persepsi satu aktor
dengan yang lain mengenai berbagai hal yang menyangkut hubungan mereka,
terutama apakah hubungan dua arah di antara mereka mengindikasikan gejala
penciptaan kebaikan bersama (common good) (Clunan, 2009); dalam hal ini tampak
pengaruh Teori Kritis Habermas, Linklater, dan Shapcott dalam konsepsi dan
metode berpikir konstruktivis. Lebih jauh lagi para konstruktivis mengeksplorasi
komponen-komponen sosiokultural yang mendukung proses pembentukan
persepsi individual, seperti ajaran agama dan etnisitas (Lapid dan Kratochwill,
1996). Hasilnya adalah percampuran yang tidak mudah dirumuskan secara
matematika antara faktor material dan ideasional di balik hubungan antaraktor
internasional (Burchill, 2005).

Modifikasi dan penataan ulang paradigma pemikiran juga terjadi dalam
subjek positivis seperti organisasi dan hukum internasional. Di antara berbagai
tema penting dalam HI tradisional, kajian organisasi dan hukum internasional

termasuk yang paling akhir, namun tidak berarti kurang mengesankan, dalam

Intervensi konstruktivisme membuat pengetahuan dan penelitini |
yaflg menyoroti perilaku kebijakan luar negeri berbeda secara ontologis il
epistemologis. Dari aspek ontologi, konfigurasi aktor yang memengaruh i‘ Prow
pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri bersifat plural. Dulim
perspektif neo-neo kebijakan luar negeri dirumuskan dan dijalankan alely
negara berdaulat diwakili elit pemerintahan—individu dan kelompok—beser iy
para diplomat. Sedangkan dari kacamata konstruktivis, proses pengambilu
dan pelaksanaan kebijakan melibatkan relasi antara struktur negara dengi
elemen kekuatan masyarakat. Karakteristik interaksi politik antaraktor lififul(
melulu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih kom )I(-.l h
melibatkan ide, nilai, dan institusi (Hill, 2003). Y

Para konstruktivis menjelaskan bagaimana aspek nonmaterial memengarulil
kebijakan luar negeri, misalkan melalui dua konsep dasar, yakni identitas dan
norma. Aktor-aktor internasional bertindak menurut identifikasi mereka ter}\mdln )
cksistensi aktor lain dan respon mereka terhadap kaidah interaksi yang bCI’l‘dli:l

dalam lingkungan tertentu (Sato dan Hirata, 2008). Resultan dari kedua jenis
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mengadopsi k ivi stansi kaji i . 2 | |

gadopsi konstruktivisme. Secara substansi kajian mengenai orgunis Kedua adalah area riset nontradisional yang mencakup isu transnasionalisme
hukum international di bingkai melalui kombinasi filsafat hukum
Sosiologi empiris klasik dan teori politik Weberian. Dimensi naturalistik

kuat dalam berbagai karya akademik HI yang membahas misalkan rele

ngan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Disebut nontradisional
rena dua alasan. Pertama adalah alasan akademik terkait dengan perkembangan
di HI terutama pada dekade 1980-an yang mendemonstrasikan perdebatan
oritis dan metodis antara neo-neo rasionalis positivis dengan teori kritis; babak
ng dikenal juga sebagai Third Debate. Diskursus Third Debate memproduksi
berapa sintesis teoritis HI dengan variasi yang rumit. Salah satu yang mudah
ntuk dibaca adalah tiga kategorisasi teori HI yang masih mencerminkan
evansi level analisis aktor dan faktor, yakni szatist theory, transnationalist theory,
an structuration theory. Pokok bahasan di antara mereka adalah; manakah yang
ebih kuat antara negara atau masyarakat dalam menentukan arah perkembangan
olitik domestik dan global. Szatist theory menyatakan negara sebagai yang lebih

uat, sementara fransnationalist theory menyebut kekuatan masyarakat lintas batas

organisasi dan hukum internasional dalam menciptakan tatanan dumnis
harmonis (Dunoff, 2013). Pengaruh teori-teori liberal tentang perang du i
yang paling populer adalah perdamaian demokratis, terefleksi dalam argu
para pengkaji organisasi dan hukum internasional yang memprioritaskan sl
antara demokrasi/demokratisasi dan perdamaian/upaya resolusi konflik 1l
kehadiran pihak ketiga—dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangu a
lembaga advokasi dan peradilan internasional (Armstrong, Farrell, dan Luml
2007). Landasan argumentasi liberal ialah penyelesaian konflik internusli
melalui mekanisme institusi dan hukum internasional hanya akan efektif apbi
dapat melampaui kekuatan negara. Structuration theory, yang diinspirasi oleh teori
strukturasi dari Anthony Giddens memberi jalan tengah, yaitu bukan persoalan

mana yang lebih menentukan antara kekuatan negara ataukah masyarakat,

ditunjang oleh kekuatan material (material power) yang memadai. Dengin kit
lain, sumber tertib internasional tetap tergantung kepada bagaimana aktor ki

dapat mengelola distribusi kekuatan, yang mana peran norma dan institusi hukui
internasional bersifat komplementer. melainkan bagaimana negara dan masyarakat bisa saling mengakomodasi
diri untuk menciptakan mekanisme relasi yang progresif (Reus-Smit, 2008).
Penulis seperti George Snedeker (2004) berargumen—dengan memakai teori
strukturasi Giddens—bahwa negara dan masyarakat menghadapi dilema yang
sama ketika berurusan dengan kekuatan ketiga, yakni pasar dan kapital di era
globalisasi. Dalam konteks inilah teori kritis merespons dengan konsep dialog
dan komunikasi ala Habermas (lihat misalkan karya Mackendrick, 2007).
Kedua, Third Debate memunculkan reaksi negatif namun produktif dari
sekelompok sarjana HI yang mengkritik dan menolak perdebatan antarparadigma
tanpa akhir. James D. Long ez a/ (2012) menyebutkan bahwa HI sudah terlalu
lama terjebak ke dalam pertentangan metateori yang abstrak, dan konsekuensinya
adalah HI kehilangan signfikansi aksiologis atau praktis dari tujuan kegiatan

intelektual, seperti aplikasi teori untuk memperbaiki kualitas pembuatan dan

Sementara itu, para konstrukutivis memberikan penckanan yang berhdy
dengan materialisme ataupun positivisme hukum internasional ala liberalisiie.
Faktor identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif lebih berpenguril
daripada observasi kondisi alamiah para aktor. Konstruktivis menggunalki
persepsi sebagai alat analisis yang secara kritis memandang bahwa penerimu
magupun penolakan atas keberlakuan tradisi dan aturan main dalam interalal
antarbangsa dilatarbelakangi oleh faktor konsensus. Akibatnya, determinsl
kekuatan fisik aktor tidak akan efektif membuat kepatuhan terhadap kaidul
internasional yang diterapkan dalam sistem, melainkan seberapa besus
kesepakatan bersama; dalam bentuk apa kesepakatan bersama; dan untulk
berapa lama kesepakatan bersama bisa dipertahankan melalui komunikasi das
dialog antaraktor. Dalam proses penerimaan norma internasional, konstruktivis
mengatakan model sosialisasi yang dipraktikkan di berbagai tempat dan isu

berbeda menurut karakter relasi sosial dan budaya yang berlangsung antaraktor
(Kratochwill, 2014).

implementasi kebijakan serta mendorong perubahan sosial dan politik yang
bermanfaat. Intinya, Long dan rekan-rekannya mengeluhkan soal terlalu besar
porsi abstraksi yang tidak aplikatif dibandingkan produk akademik yang langsung
berguna bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, HI dan khususnya teori HI harus
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memberikan perhatian lebih serius, proporsional dan profesional kepada
mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat internasl
(problem-solving oriented theories). Gagasan Long ez al (2012) disebut |
pragmatisme. Dalam Ilmu Sosial dan Filsafat Ilmu, pragmatisme sudal la
dikenal dan menjadi bagian epistemologi yang absah. John W. Burton (dlik
dalam Dunn, 2004) mengembangkan tradisi pragmatisme dalam H1I el
kajian teoritis dan praktis mengenai hakikat konflik dari sisi kebutuhan
manusia sebagai alternatif paradigma realisme dengan visi politik kekuatan (P
politics), dan menyusun kerangka kerja resolusi konflik berdasarkan ulkuru
ukuran praksis seperti akses terhadap bahan pangan dan sumber energi.

.Pragmatisrne dalam konteks teori dan metodologi HI dikembanghu
menjadi prinsip-prinsip riset yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi kol )I' sl

konseptual dan teoritis lintas paradigma (Wallace, 1996). Semboyan merehs

jput, unit cksplanasi sekaligus subjek analisis dengan keranglka berpikir yang
ngindikasikan sintesis pragmatisme dan eklektikisme, Apabila dibuat ringkasan
rangka analisis yang dihasilkan, maka diperoleh tiga kategori teori, yang terdiri
s realis konstruktivisme, liberal institusionalisme, dan konstruktivisme kultural
allarotti, 2010).

Ketiga teorisasi menawarkan penjelasan berbeda mengenai tren, implikasi,
an solusi permasalahan migrasi global. Realis konstruktivisme menjelaskan
ahwa migrasi global merupakan efek langsung dari pelemahan kedaulatan
egara yang diakibatkan oleh penguatan dimensi nonpolitik interaksi sosial di
ingkat domestik maupun global. Migrasi global berpotensi menimbulkan aneka
macam ancaman teritorial dan sosial dalam bentuk seperti degradasi semangat
nasionalisme dan kebangkitan ideologi transnasional berbasis aspirasi etnisitas dan

terorisme. Jalan keluarnya menurut realis konstruktivis adalah rekonsiliasi antara

adalah eclecticism atau eklektiki i ;
ikisme. ik : : J e ; N
MR, i o Terminologi eklektikisme diadopsi metle agensi dan motivasi elit serta masyarakat yang selama proses internasionalisasi
astra dan Filsatat pos- 1 . : s .
dinyatak e pos ljtrukturahs, yang dengan cara sederhana duput peran aktor subnasional menjadi semakin terpisah jauh (Nassar, 2004).
an sebagai; kombinasi konsep- i- : 1 s, ! ; ;
gart; sep-konsep, teori-teori, dan metode-metade Liberal institusionalisme berargumen bahwa fenomena migrasi global adalah

konsekuensi historis dan empiris dari perkembangan interaksi sosial di berbagai
sektor ekonomi dan budaya yang diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi,

komunikasi, transportasi serta keuangan. Tidak ada satu kekuatan politik

apapun dari berbagai sumber tradisi keilmuan yang relevan untuk kepentinu
memecahkan suatu permasalahan (Sil dan Katzenstein, 2010:1-2). l)cny'.m
demikian, bila kedua orientasi teori dan metodologi luaran 7hird Debate Iml
digabungkan maka menjadi eklektikisme pragmatisme/eklektik pragmatis

(Franke dan Weber, 2012). Kata kuncinya adalah problem solving with combinative
approaches.

maupun bersenjata yang akan mampu mencegah dan mengeliminasi pengaruh
aktivitas migrasi global, terutama karena tidak mungkin untuk membendung
0001l ittt . arus pertukaran ide dan gaya }'1idup kosmopolita'm ?rang t.erus berlfmgsun‘g di
O it o i AR ;I;S;rud at:}v l:‘ I‘I‘(' mana-mana. Konsep kosmopolitan tumbuh menjadi retorika sekaligus tujuan
HI kontemporer. Salah satu terobosan agenda praktis sekaligus akademik yany
dipromosikan para konstruktivis sejak awal 1990-an adalah transnasiona]isnuj

kosmopolitan (cosmapolitan transnationalism).

objektif para migran yang menginginkan perubahan tatanan global menjadi °..a
borderless world for all humankinds'. Untuk menangani ekses negatif migrasi global,
seperti terorisme dan kriminalitas, maka yang harus dilakukan oleh negara dan
masyarakat internasional adalah memperkuat institusi dan norma aplikatif yang
mengatur persoalan terkait migrasi lintas batas (Tamas dan Palme, 2006).

Cara pandang yang ketiga, konstruktivisme kultural, menyoroti pada peran
budaya populer sebagai social template yang mengalami proses reproduksi dan
rekonstruksi secara massif dan terinternalisasi sampai ke level unit terkecil seperti
komunitas dan keluarga. Melalui sintesis antara teori Sosiologi kritis, Antropologi

dan Ekonomi, konstruktivisme kultural mewacanakan konsep ‘cultural state and

Fokus kajian transnasionalisme kosmopolitan adalah pada fenomena migrasi
global. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan institusi sosi'wI
perpindahan individu dan kelompok yang melewati batas negara secara glnl‘mll
mengalami pergeseran tren bila dibandingkan dengan migrasi pada masa sebelur

abad ke-19. Para konstruktivis memotret fenomena migrasi global sebagai
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spektif HI, terjadi bermacam dialektika yang menghasillan sintesis pemiliran

political society’ untuk mendeskripsikan kecenderungan dan faktor |
alaupun demikian, konstruktivisme

corak interdisipliner dan transdisipliner. W
nampilkan suatu wawasan berpikir HI yang orisinal dan
enyimpulkan secara sederhana, maka dikemukakan proposisi berikut; dalam
HI menjadi interaksi antarnegara bangsa plus
dalam konteks epistemologi, teori HI menjelaskan
n dalam konteks metodologi,

keinginan seseorang dan kelompok untuk pindah dari suatu negurn ke
progresif. Untuk

lain (Friedman dan Randeria, 2004). Identitas menjadi elemen paling
dalam analisis konstruktivisme kultural, baik yang menyangkut resposs
nteks ontologi, subjek studi
tor-aktor non-negara bangsa;
bungan kausal antara power, wealth, dan idenﬁty; da
di HI bersifat positivis, postpositivis, dan boleh menggabungkan aneka ragam

organisasi internasional maupun kelompok sosial terhadap muatun
maupun ideasional dari fenomena migrasi global.

Produk yang paling kontroversial dari konstruktivisme kultuul
konsep global commonwealth of citizens. Dengan mengambil unuus
konsep international soci i '

y p i society dari The English School of International Ke endekatan relevan dalam bentuk pragmatisme cklektis.
onstruktivis kultural mencoba ‘mengawinkan’ konsep peradaban, luka
ally

i ; i & :
orde internasional menjadi ramuan teoritis baru mengenai karukie
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Satu Dunia-Banyak Teor|

Vinsensio Dugis

Bab-bab yang disajikan di dalam buku ini pada dasarnya adalah kerangka
berpikir yang terdiri atas sejumlah teori yang dengan perspektifnya masing-
masing menawarkan formula logis untuk memahami fenomena hubungan
internasional. Hanya saja karena fakta dalam ilmu HI sangat beragam jenisnya,
maka teori yang muncul dan berkembang pun sangat bervariasi. Sebagaimana
telah dikemukakan pada Bab 1, Hubungan Internasional (HI) adalah disiplin
ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Fakta-fakta ini hanya
akan menjadi bermakna dan relevan ketika tersedia kerangka berpikir sebagai alat
melalui mana fakta tersebut dapat dideskripsikan, dianalisis dan bahkan mungkin
menjadi dasar perhitungan apa yang mungkin terjadi di waktu mendatang.

Teori Hubungan Internasional (THI) dapat dipahami sebagai kumpulan
proposisi yang dikemukakan mengenai politik global; dapat berupa penjelasan-
penjelasan komprehensif yang mendeskripsikan atau menentukan politik
internasional secara keseluruhan, maupun penjelasan-penjelasan parsial yang hirau
dengan beberapa elemen seperti perang atau damai dan strategi atau diplomasi.
Selanjutnya, THI juga mencakup teori-teori yang secara sengaja dibuat melalui
simplifikasi realitas misalnya dengan elaborasi model-model deduksi, termasuk
juga teori-teori yang dibentuk melalui proses generalisasi induktif. Termasuk juga
di dalam THI adalah teori-teori yang memang secara sengaja tidak bermaksud
memberi masukan bagi implementasi kebijakan dan juga teori-teori yang memang

dirancang berorientasi kebijakan (policy—oriented atau praxeological). Oleh karena



